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BUPATIMUARAENIM

PERAruffi['r1-f##iFfo'n'*

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH I(ABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN 2OL4

Menimbang . a.

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM'

bahwauntukmeiaksanakanketentuanPasal3darrPasal4
peiaturan igeiteri i,legai:a pencrayaguilaa-Ii _Aparatur i{_ega-ra

Nomor PER/tM"pnNTsl 2oo7 tentang Pedoman Umum

penetapan r"iif."io, lCinlrja Utama di Lingkungan Instansi

Pemerintafr,perfumenetapkanlndikatorKinerlaUtamadi
Lingkungan femetintatr fabupaten Muara Enim dalam suatu

Peraturan BuPati.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1q59 tentang

PembentukanDaerahTingkatll{anKotaprajadi
Sr-r-ma-te.ra i.i^to" {l'emba-ril Negara Republik Indonesia

Tahunlg5gNomorTS,TambahanLembaranNegara
Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AO4 tentang Sistem

PerencartaanPembangunanNasional(LembaranNegara
Republiklndonesia-Taj:rr-rn2OA4NomorLO4'Tambaha:r
Lembarant.legaraRepubliklndonesiaNomoraa2l|;

3. Urrdang-Undar-rg Nomor 32 Tahun 2AC4 ten'tang

PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepubliklndonesia
Tahun 2OO4 Nomor !25, Tamtrahan Lembaran N:qf3
Repubiik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah

beberapa tJi oiuoah terakhir dengan undang-undang Nomor

|2Tahun200stentangPerubahanKeduaatas
Undang-Undang Nomor 1Z tahun 2OA4 tentang

PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepubliklnd.onesia
Tahun2o0SN+rncrSg,Tamtlaha:rLembareeNegara
RePublik Indonesia Nomor a8a+);

+. Peraturan Pemerintah i'lomor E Tahun 2006 tentang
pelaporan k."*"g"" dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran N;g;; Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25,tambahanLembaranNegaraRepubiiklndonesiaNomor
a6Al;



z

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerj a Instansi Pemerintah;

6.InstruksiPresidenNomor5Tahun2o}4tentangPercepatan
Pemberantasan KoruPsi;

7 - peraturan I!{enteri Negara penday'agufiaafl_Aparatur Negara

Nomor PER/tM.peN?osl 2oo7 
- 
tet't'og Pedoman Umum

Penetapan fi.afuto' Kinerja Utama di iingkungan Instansi

Pemerintah;

g. peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor zoirvr.peN/ 11-f ZOOA tentang Petunjuk PenSrusunan

Indikator Kinerj a Utama;

g. Peraturan Menteri Negara Pendayagu'?al Aparatur Negara

dan Reformasi Birokiasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang

Pedomanf*,,y,'*t"'"'Penetapan.KinerjadanPelaporan
Akuntabilitas ft inerj a Instansi Pemerintah;

lo.PeratrrranDaerahKabupatenMrraratrnimNomorSTahun
20ostentangRencanaPembangunan-JangkaPanjang
Daerah X.Urf,"t"n Muara Enim Tahun 2OO5 - 2A25;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun

20OS tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi

Kewenangan eEmerintah Kabupaten Muara Enim;

L2. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun

ZOAB tent;;; 
-p"*U.rrlukan 

Oi-ganisasi dan Tata Ke{a

sekretariat fraerah Kabupaten Muara 
- 
Enim (Lembaran

DaerahKabupetanMuaraBnimTahun20osNomor22Sen
D);

13.PeraturanDaerahKabupatenMuaraEnimNomor14Tahun
2OOg tentanf fembentutan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah rcauripat"n Muara Enim yang terakhir diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor O4 Tahun

2o|gt.,t".'gPerubahanPeraturanDaerahKabupaten
Muara Enim Nomor L4 Tahun 2008 tentang Pembentrrkan

organisasi Jan ?ata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara

Enim (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor O4);

14. peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun

2OO8 t"nta"S 
-Pembeniukan 

Organisasi dan Tata Kerja

Inspektor.-i,-s-rt rn polisi pamong praja {an Lembaga Teknis

Daerah Kabupaten Muara Enim yang terakhir diubah dengan

PeraturanDaerahKabupatenMuaraEnimNomoro5Tahun
2ol3tentangPerubahanPeratu.ranDaerahKabupaten
MuaraEnimNomor15Tahun200stentangPembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong
praja dan G*u"g" Tek-nis Daera}- Kabupaten Muara Enim

(Lembaran Daerali Tahun 2}tg Nomor O5);

15.PeraturanDaerahKabupatenMuaraEnimNomor16Tahun
20og tentang pembenlukan organisasi dan Tata Kerja

Kecamatan dilam Kabupaten Muaia Enim (Lembaran.Daerah

KabupatenMuaraEnimTahun2OOSNomor26SeriD);



i6.

j

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim I'{ornor Tahun

tentang pembentukan Kecamatan Belimbing, Kecamatart

Belida Darat, X"."*"t'o Lubai Ulu (Lembaran Daerah

tcaUrpat"n Muara Enim Tahun Nomori;

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Bnim Nomor 11

Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah naerJ Kabipaten Muara Bnirn Tahun 2Ol3-2O18

(Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2Ol3

Nomor 11).

MEMUTUSI{AN

IndikatorKinerjaUtamasebagaimanatercarrtumdalam
iampiran peratriran ini *t"'pttut acuan ukuran kinerja

,rd digunakan oleh masing-masing unit Led? di lingkungan

Pemerintah KaLrupaten Muara Bnlm untuk menetapkan

rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana keda dan

angga-ran, menyusun dokumen penetapan kinerja' menyusun

laporan akuntabilitas kineda, serta melakukan evaluasi

p.L.r.p*., kinerja sesuai dengal dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah KaLrupaten

Muara Enim Tahun 2013-2018'

Indikator Kinerja Utama seLragaimana pada diktum KESATU

menjadi pedoman penyusunan dan penetapan Indikator

Kiner.l'aUtamaSatuanKerjaPerangkatDaerahlingkup
Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan memperhatikan

peraturan perundang-undangan yang berlaku'

L7.

MENETAPKAN
KESATU

KEDUA

KETIGA Peraturan ini beriaku sejak tanggal
tedadi kekeiiruan dalam penetapan

rlitetapkan, dan bila
ini akan diadakan

peibait a.t sebagaimana mestinya'

Ditetapka
pada tan

: di Muara Enim
: 9-] - kb.uPti 2A74

BUP TI MUARA ENIM,

\M
UZAKIR SAI SOHAR.

Diundangkan di Muara Enim

Pada tanggal, 2f Vwr 2ol4

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENI

[tu,rt,o RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2OT4 NOMOR AF



Lampiran : Peraturan Bupati Muara Enim

Nomor:2ATahun 2014

Tanggal I Z7 '?d@o\\ 20L4

KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN

FORMULIR INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN

: MUARA ENIM
: 2014

tndikator Kinerja

Indeks
Pernbangunan

Masyarakat
(IPM)

MeningkatnYa
Indeks
Pembangunan
Manusia (IPM)

Persentase
masyarakat

rniskin

MenurunnYa
angka
kemiskinan

kglkapitaltahun

kglkaPltaltahun

kg/kapitaltahun

kg/kapitaltahun

kelomPok

Ketersediaan
pangan utama:

Beras

Daging

Telur

Ikan

Jumlah
kelomPok tani
kelas utama

MeningkatnYa
Ketahanan
Pangan

Jumtrah rumah
tidak laYak huni

TerpenuhinYa
rumah laYak
huni bagi MBR

Persentase
rumah tangga
pengguna air

bersih

Persentase
rumah tinggal

bersanitasi

MeningkatnYa

masyarakat
terhadap air
bersih dan
sanitasi



Satuan Keterangan
Sasaran

Indikator Kinerja
UtarnaNo.

o., Aa
1 2

Persentase
lembaga-
lembaga

keagarnaall Yang
mendaPat
pembinaan

Persentase
Peningkatan
penerimaan
z,akat dari

masYarakat

Jumlah hewan
qurban

persen

persen

ekor

2.a n
It

1

2.b

2.c

IeningkatnYa
:emudahan,
lenyarnanan dan
learnanan
nasyarakat
lalam
nelaksanakan
regiatan
:eribadatan

MeningkatnYa
penerapan ajaran
agama dalam
kehidupan
bermasyarakat

Jumlah anak
usia sekolah

yang memiliki
sertifikasi baca

AlQuran

Produk
makanan dan

minuman lokal
berlabel halal

orang

produk

MeningkatnYa
kerukunan intra
dan antarumat
beragama

Jumlah konflik
bernuansa SARA

kejadian

2. 1.a

1.b

I MeningkatnYa 
I

I pelaYanan 
I

I publik dan 
I

I capaian kinerja 
I

I MeningkatnYa
I transparansl
I pengelolaan
I keuangan dan

lakuntabilitas
I kinerja
lpemerintah
I daerah

Indeks
Kepuasan

IV{asyarakat
(rKM)

LAKIP

Opini BPK



lndikator Kineria

Angka
partisiPasi

ang]<atan kerja

MeningkatnYa
partisiPasi
angkatan kerja

Persentase
jaringan jalan
dalam kondisi

baik

Jaringan irigasi
dalam kondisi

baik

Persentase KK
teraliri listrik

Persentase desa
yang memiliki

akses thd Pasar
yang memadai

Persentase BPR
aktif

Jumlah UKM
non BPR ILKM

aktif

Persentase
koperasi ahif

MeningkatnYa
penyediaan
safalla
prasarana
pendukung
perekonomian

Persentase desa
yang mampu

men]rusun
RPJMDes dan

APtsDes

MeningkatnYa
kualitas
perencanaan
pembangunan
dan pengelolaan
keuangan desa

Persentase desa
yang mampu

rnenJruS1]n
peraturan desa

MeningkatnYa
kapasitas
pemerintah desa

Persentase LPM
aktif

MeningkatnYa
keberdayaan
lembaga
kemasyarakatan
desa



Satrran Keterangan
Sasaran

tndikator Kineda
UtamaNo.

5
3 4

1
,,|,

CakuPan 
I

pengawasan 
I

terhadaP 
I

pelaksanaan 
I

Amdal I

CakuPan
I penghrjauan
I witayafr rawan

I to.rg*or dan
I srrmber mata anr

persen

persen

5. ,." 
I

Meningkatnya
pelestarian
lingkungan
hiduP

Muara E+im, 2ol4

BUP UARA ENIM,u
\,,

\
MUZAKIR SAI SOHAR ,'


